
\Y1clc'rw--;1ct No m o r 4400), 
~ Ur i d a 1g-L nclang No rn o t 13 Tahun 2011 ten tang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

Undang Undang Nomor 13 Tah 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

menangarn 
Ka bu paten 
diperlukan 

a bahwa dularn rangka mc nccgah dan 
kerentanan sosial penduduk miskin di 
Temanggung selama masa berkabung, maka 
perlindungan sosial; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial 
tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu 
memberikan santunan kematian dalam bentuk bantuan 
sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Santunan Kematian Bagi Peduduk Miskin 
Ka bu paten Temanggung Tahun 2019; 

HUPAT! TEMANGGUNC, 

Dl·:NC~AN l~AHMAT TU HAN YANC MAI !A ESA 

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUI< MISKIN 

l..:.,\BL1PJ\Tl•:N TEMA.NU(;UNC~ TAHUN 2019 

TENT ANG 

NOMOR 55 TAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI TEMANGUNG 
' 

PROVINSI JAWA TENGAH 

BUPATI TEMANGGUNG 

Mengi-igat 

Menimbang 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lenlang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcrnc rmt aha n Duerah (Lcrnbnrrm Negara Re publik 
l ndo nc s ia Tc1hu11 2015 Noruor 58, Tarnbahan Lcrnbaran 
Negara Rcpublik l ndorie sia Nomur 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan . Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200.~ Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

'i . Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 
Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2018 Nomor 96); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 
Nomor 12); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
3 l O); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
Lentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik Indo esia Tahun 2011 

omor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perat ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Ta un 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
465); 

l l. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah Ka bu paten Temanggung (Berita Daerah 
Ka b u pa te n Temanggung Nomor 29 T'a h u n 2016) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 40 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 
20 lb ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosra] yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah Kabupaten Temanggung (Serita Daerah 
Tahun 2017 Nomor 40); 

12 Perat uran Bu pati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 
t e n ta ng Perijabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah Ka bu paten Temanggung Tahun 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 45); 



Ill Pt merintah Dar rah membenkan santunan kematian dari alokasi anggaran 
bartr.an s israr yang t.dak direnca-iakan. 

(2 ~antL.r'dn kcm.iuan rt.'.Jcrikan kcpada penduduk miskin, dan bayi yang 
cl 1,lh 1 .« '1 c.a rt svot ,mg I bu v ~mg mer upakan penduduk miskin. 

J) ~)1kt, -1,ll1,c.•1 J,1n ke i c-nt uar: sebagairnaria dimaksud pada ayat (2) adalah 
u:: \ 1 \ ang :)a ... L, 'ahir dart pcnduduk rniskin \ ang berumur kurang dari 1 
(sc:11L,1 bulan 

(4: Bag: penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupa~an 
pcnduduk pindahan yang berasal dari luar Daerah, santunan kernatian 
ch ie rrka n .i pa bil a pada saat meninggal yang bersangkutan telah satu 
-rh ,;n te.rdafta ... sebagai penduduk yang dibuktikan dengan KTP El ata.u 

surat keterangan dornistli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

HAH II 
t~ A. (1 Ll~l·t ~ P p\.,'.\11~LR\A 1 S/\NTu"~\;\J Kl•,MATIAN 

J \lSd, _ 

ll' \\( r: 1g 
1,, Karn k..cll,ctrgc..!. sclanjut-iya chsingkat KK adalah kart ide ntitas keli.arga 

\c(:ll~ mr111l.:1' d a t.i t{ lltcu'g nurna , s u s u nu n , d a n hubungan d ahun 
l c-l., A ·ga, -,t 1 •· idc n ut.c.s dnggota keluarga. 

Dalam Peraturan Bupali irii yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Ka bu paten Tcmanggung. 
:=i D1m1s Ke pe nd ud u ka n dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan 

dun Pc nra ta t an Si pil Kabupa ten Temanggung. 
6. Kecama tan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 
7. Desa adalah desa dalam wilayah Ka bu paten Temanggung. 
8. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Temanggung. 
9. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Temanggung 
10 Lura h adalah lurah dalam wilayah Kabupaten Temanggung. 
11 S;_111tunc11' k c rn a t i a n a d a l a h ba nt.ua n sosial yang Lidak direncanakan yang 

cl1bcrikan k e p ad a ariggo t a kcluarga atau ahli war is penduduk miskin yang 
menmggal d u m a untuk dapat membantu biaya risiko sosial sebagai bentuk 
kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap kelu rga yang terkena 
musibah. 

12. Pcnduduk miskm adalah penduduk Kabupaten Temanggung yang terdaftar 
dalarn data kemiskinan Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dengan 
Keput usan Bupati Tentang Data Kerniskinan Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2019. 

I J Ahli waris adalah orang yang berhak me nerirna harta arisan dari pewaris 
'c.ire t"1 ada rn.')l111gc111 ke l uarga dc111 pe r n i k a hu n 

L i h.a·-t--: l :1·1cla Pe nd cid u k Elektronik sclanjutnya disingkat KTP El adalah 
ka- t l, tand.i pcriduduk \ ang dilengkapi chip yang merupakan identitas 
n "'~'1 •1e"1u, duk scbagai bukt: drri \'ang dite rbitkan oleh instansi yang 

PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI 
PENDUDUK MlSKlN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 
2019 

Menetapkan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



(l,1L·1~ui< memperoleh Santunan kematian anggota keluarga/ahli wans 
rnengajLknn permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial dengan 
mcla1np1rkan syarat kclengkapan administrasi: 

cl. s u ra t Per mo horia n d ar i anggota keluarga/ ahli waris dan diketahui oleh 
Kepala Desa/ Lurah, 

,l Iotokopr Aktc Kerriauan penduduk miskin yang meninggal dunia dari 
Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dilegalisir; 

c. fotokopi KTP anggota keluarga/ ahli waris pemohon santunan kematian; 
d. fotokopi KK penduduk miskin yang meninggal dunia; dan 

BAB III 
MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN 

Pasal 6 

S,.•1cuna11 ke mat.an se bagairriaria dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan 
setiap adanx a penduduk miskin yang meninggal dunia sebesar Rp 1.50 .000, 
(satu juta lirna ratus nbu rupiah). 

Pasal 5 

( l ] S;.rntumrn kernat ian tiduk dupat diberikan a pa bila penduduk miskin 
Kabuputc n va11g mcrunggal diukibntkan olch: 
a. tr rjadinyu bcncana bcsar: 
h buriuh d ui: 

1w11,:1 11l~,.I'ctdt1 :,;1rkot1k:1. p-uk ot roptku d;111 i".dl .id rkt if (NAPZJ\), 
cl. trnd.ik kcj.rhut.a n d.u i y a tu u pclanggaran h uk urn ; dan/atau 
e. pelaksanaan putusan pengadilan. 

(2) Sencana besar sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) huruf a adalah 
pcrisuwa atau rangkaian peristiwa yang mcngancam dan mengganggu 
kcrudupar: clan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor 
.iln m d,111 .u a u fa kt or non n larn rn a u pi.m In k t or man usra seh1nggil 
mt-nuak iba t k.m t irn bu l nj a ko r ba n jiwa rna n u siu , kcr sa kan lingkungan, 
kcrugian har ta bcnda , dan dampak psikologis, yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

Pasal4 

( 1) San tunan kematian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) 
diberikan melalui anggota keluarga yang terdaftar dalam KK dari 
penduduk miskin yang meninggal dunia. 

(2) Dalam hal tidak a d a anggola kcluarga y: .. rng tcrdaftar dalam KK rn a k a 
d i bc ri k a n mclalui a h l i wa r i s. 

Pasal3 

(Sl Santunan kematian sebagaimana dirriaksud pada ayat (1) tidak diberikan 
kcpada penduduk miskin Kabupaten Temanggung yang meninggal dunia 
dcngan status: · 
a. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik 

Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik 
Negara; 

b. Pensiunan Pegawa: Negeri Sipil, Pensiunan Tentara Nasional Indonesia, 
Pe nsrurian Pegawai Sadan Usaha Milik Daerah, dan Pensiunan Pegawai 
Sadan Usaha Milik Negara; dan/atau 

c. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 



( 1) Apabrla d.u a ._),'11~umrn Kernatian sudah lerealisasi 100% (seratus persen) 
r rL tanu 1 1)L'rjalan, rnaka realisasi pencairan berikutnya menunggu 
p< .. t tapan fJCI L bc1~1d11 anggaran. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 11 

( t) Bupat· me.a.tu Kepala Dirias Sosial rnelakukan Pembinaan dan 
Pengawasan pembenan Santunan Kematian. 

(2) l'embinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
C'11c1k,ll<c111 '-.l'Lctra. tx-r kaia. 

BAB V 
Pr.';MBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 10 

sin' i t 1<1t1 Kc rna ua n d ibe barika n pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah Ka bu paten Temanggung Tahun 2019 pada pos anggaran belanja 
bantuan sosial santunan duka cita. 

BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pasal9 

( l) Prosedur pemberian Santunan kematian yaitu sebagai berikut: 
a permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di verifikasi 

oleh Tim Verifikasi; 
b. Tim Verifikasi sebagaimana dirnaksud pada huruf a ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas Sosial. 
(2) San tu nan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

paung lam bat ~ (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. 

Pasal 8 

(I) I k11d:1 h.: r;1 I 1<'11g<·l \ 1,1 r. 111 Sci 111;111 ,\1·r1;1 JJ,, 11:11·1, 1\;1 l(c·1w 1n!:111 1)·11·1 ,1 !1 
m.: i-. 'L,.' 1 LI.Jill-! \H''\<cl1;1.11 S;111t·s11,,\ll K<'lllt1l1,111 t)<1dm,,11k,,11 pcngujuo n 
dar: l\:~.tl)c.ll PL't1gelola Teknis Kegiatan Sanlunan Kernatian. 

(2) Lung Pcr sed iaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan 
1 / 12 (satu per dua belas) dari anggaran santunan kematian dengan 
pcrsyaratan scbagairnana ke terituan yang berlaku. 

Pasal 7 ' 

c. surat keterangan B1dan I Dokter yang d1kctahu1 kepala dcsajlurah 
apabila yang mernnggal dunia adalah bayi yang berusia lebih dari 1 
(satu) bulan. 

(2) Per svaratan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dibuat rangkap 2 (dual, 
persvaratan asli I (sat u) rangkap dan fotocopi 1 (sat u) rangkap. 

(3) Anggota kcluarga/ahli wuri s rnc ngaj ukan Satllunun Ke ma uan paling 
lam bat 2 (dua) bulan dari waktu yang bersangkutan rneninggal dunia. 

(4) Santunan Kernatian dibayarkan setelah proses adrninistrasi dinyatakan 
lengkap. 

(5) Pcrmohonan Santunan Kematian t.idak dapat diajukan oleh anggota 
kcluarga a hl: war is , a ng melakukan pernburiuhnn yang rnengakibatkan 
pcnt l ucl u k n u s k i n 111c11111ggai d u n iu 



BSRJTA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR.5c, 

SUYONO 

.e:=------=====--~11(;.---- • - 

Diu ndangkan dt Temanggung 
pada tanggal 31 Dea ber a:>18 

PJ.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 
ASISTEN PEMERINTAHAN, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati 1111 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Ternanggung. 

BAB Vll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

(2) Pengajuan permohonan Santunan Kernatian pada bulan Desember apabila 
tidak bisa dibayarkan pada tahun berjalan akan dibebankan pada 
anggaran tahun berikutnya. 


